PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL

Menimbang

a.

DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

bahwa untuk efektifnya pelaksanaan urusan pemerintahan
di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan
menengah oleh Perangkat Daerah, perlu membentuk
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Perangkat Daerah;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sehingga Peraturan yang mengatur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Dacrah
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daecrah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka



Mengingat

o,

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4889);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah  Nomor  13/Per/M.Kukm/X/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi
Perangkat Daerah  Urusan Pemerintahan  Bidang
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 10);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 885);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022
Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

2.

10.

kL.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar.

Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan
Selayar.

Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah
unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan
pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang
bersangkutan.

Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP
adalah badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota
perseorangan dengan sifat terbuka atau sukarela dan
dikelola mandiri sekaligus demokratis.

Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari
tugas pokok.

Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua
tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang
dilakukan pemegang jabatan.



BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretaris

Daerah.

(1)

(2)

(1)

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
3. Subbagian Keuangan;
c. Bidang Perdagangan;
d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4
Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha
kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang

transmigrasi yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.



il

(2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi :

a. penyusunan dan perumusan kebijakan bidang
perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah,
serta transmigrasi;

b. pelaksanaan kebijakan bidang bidang perdagangan,
koperasi, usaha kecil dan menengah, serta
transmigrasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang
perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah,
serta transmigrasi;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait Tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. menyusun rencana Kerja Dinas sebagai pedoman
pelaksana Tugas:

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas;

¢. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang bidang perdagangan, koperasi,
usaha kecil dan menengah, serta transmigrasi;

f. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

h. menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan

lingkup tugasnya;



(1)

(2)

3)

ofs

g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan
teknis bidang bidang perdagangan, koperasi, usaha
kecil dan menengah, serta transmigrasi;

i.  menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

j.  menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala
Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang

diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai
Tugas membantu Kepala Dinas dalam meclaksanakan dan
mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan
administratif dan teknis kepada semua unsur dalam
lingkup Dinas.
Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris melaksanakan Fungsi:
a. pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan

Dinas;
b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan

hukum,;
c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;

dan
e. pelaksanaan Fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai

pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
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mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas;

memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan Tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
melaksanakan penyusunan perencanaan,
pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan
anggaran pengembangan sumber daya manusia
aparatur lingkup Dinas;

melaksanakan pengelolaan  verifikasi  keuangan,
pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi
dan pelaporan keuangan;

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah
tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan,
pengelolaan aset, dan dokumentasi;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja
aparatur sipil negara lingkup Dinas;

melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan
perundang-undangan bidang perdagangan, koperasi,
usaha kecil dan menengah;

melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin
dan kapasitas sumber daya aparatur;
mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan
produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing
bidang dalam lingkup Dinas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris
dan memberikan saran pertimbangan kepada

pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
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mclaksanakan Tugas kedinasan lain yang

diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbagian Program
Pasal 6

(1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan

(2)

urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan

data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi,

serta penyusunan laporan kinerja.
Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a.

menyusun rencana kegiatan Subbagian Program
sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
Tugas dalm lingkungan Subbagian Program untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan
Dinas;

memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja Dinas;

menyusun program dan kegiatan Dinas dalam
dokumen perencanaan;

menyusun dokumen evaluasi Dinas;

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan Dinas;

menyusun laporan evaluasi kinerja Dinas;
memfasilitasi penjaringan inovasi daerah di bidang
perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri

reformasi birokrasi Dinas;



(1)

(2)

e

menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen
perencanaan anggaran,

mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis layanan
informasi publik;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan Tugas;

menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian
Program dan memberi saran pertimbangan kepada
pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
melaksanakan  Tugas kedinasan lain yang

diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
Pasal 7

Subbagian Umum, Kepcgawaian dan Hukum dipimpin oleh

Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu
Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan,
perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan

kepegawaian pengelolaan perundang-undangan.

Uraian Tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a.

menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam
pelaksanaan Tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
Tugas dalam lingkungan  Subbagian  Umum,
Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan Tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaral dan/atau

menandatangani naskah dinas;
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mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
melaksanakan urusan surat menyurat dan tata
naskah dinas;

melaksanakan pengelolaan aset, perlengkapan, dan
rumah tangga;

mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan
dan keamanan lingkungan kantor;

melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi
pelaksanaan program dan kegiatan;

melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;

melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur melalui program pendidikan, pelatihan,
fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop
dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja
yang membidangi pengembangan kompetensi;
melaksanakan kebijakan pimpinan terkait penegakan
disiplin pegawai lingkup Dinas;

melaksanakan analisa beban kerja dan analisa
jabatan lingkup Dinas;

memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan
perundang-undangan bidang perdagangan, koperasi,
usaha kecil dan menengah;

memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi ~ peraturan
perundang-undangan bidang perdagangan, koperasi,
usaha kecil dan menengah, serta transmigrasi;
melaksanakan pengarsipan dokumen peraturan
perundang-undangan bidang bidang perdagangan,
koperasi, usaha kecil dan menengah;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan Tugas;

menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



(1)

()

Subbagian Keuang
mempuny
urusan pengelolaan keuangan,
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menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melaksanakan Tugas kedinasan  lain  yang

diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 8
an dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
ai Tugas membantu Sckretaris melaksanakan
penatausahaan keuangan,

akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.
Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a.

menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas
dalam lingkungan Subbangian Keuangan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya,
memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur
sipil negara;

menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen
perencanaan keuangan;

melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan
keuangan,;

melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan
tanggap pemeriksaan;

menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja Dinas,



(1)

2)

(3)

s

k. menyusun laporan keuangan bulanan /semesteran;
.  menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;

m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;

n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan

lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah

dalam rangka pelaksanaan Tugas;
o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang—undangan;
laporan  pelaksanaan Tugas Kepala

p. menyusun
dan memberi saran

Subbagian Keuangan
pertimbangan kepada
perumusan kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

pimpinan sebagai bahan

kedinasan lain yang

Bagian Ketiga
Bidang Perdagangan
Pasal 9
Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
membantu Kepala Dinas dalam

merumuskan dan melaksanakan

mempunyai Tugas

mengoordinasikan,

kebijakan teknis di bidang perdagangan.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Perdagangan melaksanakan Fungsi:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang
perdagangan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  bidang
perdagangan;

d. pelaksanaan administrasi di bidang perdagangan; dan
pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perdagangan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas,
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mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas;

memantau, mengawasi dan mengcvaluasi pelaksanaan
Tugas dalam lingkungan Bidang Perdagangan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya,

melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana
distribusi perdagangan;

melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana
distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
melaksanakan fasilitasi penyimpanan bahan
berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau,
pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat

daerah Kabupaten;
melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana

dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk
dalam negeri, promosi dan peningkatana akses pasar
serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku
usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil
menengah sektor perdagangan);

menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
barang penting di tingkat Daerah;

melaksanakan pemantauan distribusi dan
ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat Daerah;

melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk
ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat Daerah;

melaksanakan pemantauan harga dan stok dan
pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
di tingkat Daerah;

menyediakan data dan informasi harga serta
ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan

pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
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mclaksanakan penyidikan  pidana  bidang metrologi
legal;

memfasiltasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau
dacrah tertib ukur;

melakanakan penyusunan dan pemcliharaan sistem
mutu metrologi legal,

melaksanakan penyusunan laporan pelayanan lcra
dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian;
melaksanakan pamecran dagang nasional, pamecran
dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ckspor asal
1 (satu) Daerah;

berpartisipasi dalam pamcran dagang nasional,
pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk
ckspor asal 1 (satu) Dacrah;

melaksanakan penyediaan layanan informasi mengenai
penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang
nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang
produk ekspor unggulan daerah;

melaksanakan penyelenggaraan dan partisipasi dalam
kampanye pencitraan produk ekspor;

melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha
dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan
akses pasar produk ekspor;

mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang

perdagangan;

_melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan

lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka peclaksaan Tugas dan Fungsi di bidang
perdagangan;

menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang
Perdagangan dan memberi saran pertimbangan kepada
atasan scbagai bahan perumusan kebijakan; dan
melaksanakan Tugas kedinasan lain yang

diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Bagian Keempat
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Pasal 10

(1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala

(2)

(3)

Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas

dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro, dan

transmigrasi.
Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang melaksanakan Fungsi:

a.

penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang
koperasi dan usaha mikro, serta transmigrasi;
pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi dan
usaha mikro, serta transmigrasi;

pelaksanaan administrasi di bidang koperasi dan
usaha mikro, serta transmigrasi;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi
dan usaha mikro, serta transmigrasi; dan

pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a.

menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi dan
Usaha Mikro sebagai pedoman dalam pelaksanaan
Tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
Tugas dalam lingkungan Bidang Koperasi dan Usaha
Mikro untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
Tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
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memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin
usaha simpan pinjam untuk koperasi;
mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin
pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu
dan kantor kas;

mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan
anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam

pembuatan laporan tahunan koperasi ~ simpan

pinjam/unit simpan pinjam;
mengoordinasikan ~pengawasan dan
koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah

kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
wasan dan pemeriksaan

pemeriksaan

mengoordinasikan  penga

koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi

yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten
dalam 1 (satu) daerah provinsi;

mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan
koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha
simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;

mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-
undangan dan sanksi bagi koperasi;

mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi

dan pelaporan pelaksanan pemberdayaan koperasi;

mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan
koperasi;
mengoordinir perluasan akses

pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di

dalam dan di luar negeri;

mengoordinasikan  pelaksanaan pembinaan dan

bimbingan teknis anggota koperasi;
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m inasi :
engoordinasikan kemitraan antar koperasi dan
badan usaha lainnya;

mengoordinasikan  pelaksanaan pendidikan dan
latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan
usaha mikro;

mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro
di dalam dan di luar negeri;

mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha
mikro;

mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil;
mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan
orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi
usaha kecil;

mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan,;
mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pengendalian dan dan evaluasi kebijakan teknis di
bidang koperasi dan usaha mikro;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang
Koperasi dan Usaha Mikro memberi serta saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
. Pasal 11
Dinas dapat membentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional
sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 12
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan  bidang  tugas fungsional

masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Pasal 13

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian
dan Pejabat Fungsional dalam menjalankan fungsinya
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian
dan Pejabat Fungsional, serta seluruh personil dalam
lingkungan Dinas melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
menerapkan  prinsip hirarki, koordinasi, kerjasama,
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas,
transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian
dan Pejabat Fungsional mengembangkan koordinasi dan
kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait

dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar

pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Dinas.
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Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan
Pasal 14
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian
dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan fungsinya

melaksanakan  pengendalian  dan evaluasi serta

melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau

sesuai kebutuhan.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian
wajib

dan Pejabat Fungsional, serta seluruh personil
serta

memenuhi petunjuk dan arahan pimpinan,

aikan laporan secara berkala dan/atau sesuai

menyamp
masing-

kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan
masing.
(3) Kepala Dinas, Sekretaris,

dan Pejabat Fungsional melaksanakan
ndang-undangan.

Kepala Bidang, Kepala Subbagian

pengawasan sesuai

dengan ketentuan peraturan peru

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat
sarkan

Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Dinas berda

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 138 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 689), tetap menjalankan
tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada

Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Kepulauan Selayar Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021 Nomor 689), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Desember 2022

Diundangkan di Benteng



O3NMIW

VHVSN NYA ISVY3dOY ONvalg NVONVOVQd3d ONvaig

| _

NYOVNIN NYIOVEENS

WNNNH NVA NVIVMYO3d3aN
‘WNIWN NVIOVEENS

WYYDO0ud NVIOVEENS

LVRIVLIIYNIS

|

TYNOISONNS
NVLVEV( HOdWOTIN

i

NVQ ISYY3dON ‘NYONYOVQAAd SYNIA VIyaN VLVL VINIS
‘ISONNA NVA SYONL ‘ISYSINVOIO NVNNSNS ‘NYNNANAAN

ONVINGL
ZZ0Z NNHVL 6 YOWON

AVAVIAS NVNVINGEN ILVdNE NVINLYIEd

NVAIdAVT

SVNIQ VIvdaN

HVONINTW NVA TIOTH VHVSN NVA ISVIAJON ‘NVONVOVAAAL SVNIA
ISVSINVDUO ANLANALS



